SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
NOMOR : 9/TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang . a. bahwa melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk
menghindari penyalahgunaan media sosial yang
mengatasnamakan  Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum oleh
pihak-pihak yang tidak bcrtanggung jawab maka
akun resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu
ditetapkan ;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi ~Pcmilihan Umum tentang
Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum Kota Cimabhi ;

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lembaran .
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Layanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Necgara Republik
Indoesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor
5149);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional (Lembara Ncpara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Ilak Asasi
Manusia Republik Indoncsia Nomor 02 Tahun
2013 tentang Standarisasi Pengclolian Teknis
Dokumentasi dan Informasi |lilum (Berita
Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor
218);
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10.

i1,

12,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2015
pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

tentang Pengclolaan dan

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sckretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sckretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kctiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 8
tahun 2019

Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan

tentang Tata Kcrja Komisi
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 75 0);

Peraturan Komisi Pcmilihan Unitim Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 7.1 Tentang
Perubahan Atas Pcraturan Ko i Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2021

Naskah Dinas

‘nlang Tata

Komisi PPemilinin Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provin: . (lan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten ota (Berita
Negara Rcpublik Indonesia hun o 2021
Nomor 1505);

Keputusan Komisi Pemiliban ' aim Nomor
10/HK.04/08/2022 tentane I an ‘Teknis
Pengelolaan  Dokumentii Informasi
Hukum di Lingkungan Kon Pcmilihan
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Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Memperhatikan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Cimahi Nomor : 28 [/ ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-
Kot/IV /2022 Tentang Penetapan Akun Mcdia Sosial
Resmi jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
MEMUTUSKAN

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
KESATU :  Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum Kota Cimahi scbagai berikut:

a. Facebook : Jdih Kpu Cimabhi

b. Twitter : @jdihcimahi

c. Instagram : @jdih_kpu_cimahi

d. Youtube : JDIH KPU Kota Cimahi

e. Tiktok : @ jdih_kpu_cimahi

f. Website : JDII KPU Kota Cimahi
KEDUA :  Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi

Dan Informasi Hukum Komisi Pcmilihan Umum

Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dikelola dan dilaksanakan olch Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi

Pemilihan Umm Kota Cimahi.

KETIGA :  Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokiimentasi
Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihon Umum
Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dal:in diktum

KESATU digunakan scbagai media publikasi dan
sosialisasi Dokumentasi Dan  I[nform: 1 lukum

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi .

Keempat ...
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KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 5 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,
ttd
MOHAMAD IRMAN
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